BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A.   Kerjasama Antar Daerah 
Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara bervariatif oleh beberapa Pemerintah Daerah. Persepsi terhadap otonomi daerah ini sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Daerah cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap Daerah yang lain.
Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksananaan pembangunan, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi terutama daerah yang wilayahnya berbatasan secara administratif dengan daerah yang lain bahkan mitra luar negeri dan lembaga/pihak ketiga. Untuk itu sangat diperlukan sebuah kerjasama daerah dengan memperhatikan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Terlebih ketika didalamnya adalah pelaksanaan kerjasama yang melibatkan mitra bukan saja antar Pemerintah Daerah dalam negeri, namun mitra dari luar negeri maupun pihak ketiga. 

Munculnya gejala-gejala negatif termasuk egosentris daerah tersebut, tentunya patut mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Pusat. Guna melihat kepentingan yang lebih luas bahwa kerjasama daerah bertujuan untuk perekat bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional. Hubungan antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lain, antara Kabupaten dengan Kota, antara Kota yang satu dengan Kota yang lain, atau juga antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan bahkan kerjasama dengan mitra dari luar negeri dan fihak ketiga juga harus selalu mendapatkan perhatian yang lebih sarius terutama dalam implementasinya maupun proses pembinaan dan pengawasannya agar dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.   

· Kebijakan dan Kegiatan.

Kebijakan

Dalam rangka percepatan dan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, Luar Negeri, dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan Kerjasama dengan para pihak berdasarkan peraturan-peraturan, sebagai berikut : 

· Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 

· Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

· Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

· Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;

· Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri ;

· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

· Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri ;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah ;

· Hukum Internasional dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang berlaku.

Kegiatan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan selalu mengalami peningkatan. Keadaan ini sejalan dengan adanya kesadaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada melalui upaya-upaya kerjasama, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.  Beberapa permasalahan terutama yang ada di wilayah lintas batas sangat membutuhkan perhatian melalui pelayanan secara lintas batas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh adalah masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi Jawa Tengah, tidak dapat menolak apabila masyarakat dari luar wilayahnya ingin mendapatkan pelayanan di wilayahnya dikarenakan lokasi yang berdekatan, untuk itu dengan adanya kerjasama ini maka masyarakat tetap dapat terlayani.

Guna meningkatkan SDM, transfer tehnologi, transfer knowledge dan peningkatan ekonomi/usaha, kerjasama dengan pihak Luar Negeri telah banyak memberikan manfaatkan bagi masyarakat di Jawa Timur, mengingat adanya keterbatasan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi program-program pembangunan di Jawa Timur. Sejalan dengan  strategi Bapak Gubernur untuk melaksanakan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Jawa Timur dengan melibatkan seluruh stake holders yang ada, melalui kerjasama yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama. Tujuan dari kesepakatan agar stake holders  yang telah melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatannya dapat bersinergi  dan sejalan dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  

Kerjasama dengan pihak luar negeri dapat ditingkatkan dan diperluas mengingat banyaknya peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan berbagai potensi yang ada di Jawa Timur. Dengan makin meningkatnya perdagangan bebas, menuntut segenap potensi yang ada di Jawa Timur ini agar mempunyai daya saing dan daya jual di luar negeri.  Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, agar dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan. 

· Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.1. Kerjasama antar Provinsi:

· Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bidang Pertanian, Pariwisata, BPM, Pertambangan dan Energi, Perdagangan.

· Memfasilitasi kerjasama dengan Pemprov Gorontalo bidang Pembangunan Daerah dengan Kadin

· Memfasilitasi kerjasama Provinsi Maluku bidang Pembangunan Daerah dengan Kadin

·  Memfasilitasi kerjasama Provinsi Sulawesi Tenggara bidang Pembangunan Daerah dengan Perindag. 

2.2. Kerjasama antar Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar 38 kabupaten/kota bidang pembiayaan jaminan kesehatan daerah.

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar  kab/Kota di wilayah selingkar   Wilis

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar  38 kab/kota se Jatim di bidang Jaminan kesehatan Primer

· Terlaksananya perubahan Perjanjian Kerjasama bidang Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah yg disampaikan Bupati/ Walikota ke Gubernur karena ada pembahasan di Leading sektor.

· Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pemahaman tentang keterbatasan kemampuan daerah dan keberadaan potensi daerah yang sangat beragam mendorong daerah melakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dengan pemanfaatan mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi isu yang sangat populer terutama pasca implementasi kebijakan desentralisasi otonomi daerah.

Namun walaupun keberadaan konsepsi regionalisasi kerjasama daerah belum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, mengingat masih cukup banyak kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala itu antara lain : 

· Sikap sebagian Kepala Daerah dan aparaturnya yang masih terlalu egosentris, tidak peka terhadap masalah dan kebutuhan bersama. Kondisi ini dibuktikan dengan masih sangat terbatasnya Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai lembaga yang secara khusus membidangi masalah kerjasama. Sehingga perhatian terhadap pentingnya kerjasama menjadi sangat rendah;
· Belum terpetakannya data potensi kerjasama di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual daerah;

· Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerjasama daerah ;

· Adanya keengganan sebagian daerah untuk bekerjasama sebab dengan kerjasama dikhawatirkan akan membuka kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah ;

· Adanya kekhawatiran timbulnya konflik antar daerah, kalau sewaktu-waktu timbul pengingkaran terhadap perjanjian yang ada;

· Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama.   

· Masih kurangnya daya dukung dari sumberdaya manusia yang menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.

· Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan program yang matang dan konsisten tentang rencana pelaksanaan kerjasama.

· Ketidaksiapan aparatur pelaksana dalam penguasaan bahasa asing.

· Adanya image kerjasama luar negeri identik dengan hibah.

· Adanya perubahan situasi Politik Internasional misalnya bioterorism, one china policy.

· Terjadinya gangguan keamanan internasional.

· Terjadinya wabah penyakit yang menyebar secara luas dan cepat (out break) di  beberapa negara.

· Terjadinya krisis moneter yang memaksa dilakukannya kebijakan pengetatan anggaran pada banyak negara didunia.
Solusi 

· Melalui koordinasi Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota, secara bertahap daerah Kabupaten/kota dan Provinsi sudah mulai menyusun atau membuat peta potensi daerah yang bisa diakses lewat website maupun secara manual.

· Dilakukan sosialisasi tentang kerjasama daerah baik dari substansi manfaat kerjasama maupun Peraturan-peraturan (pijakan hukum) yang mengatur tentang kerjasama daerah.

· Perlu dukungan dan dorongan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan bagian khusus yang menangani kerjasama. Sedangkan bagi daerah yang telah memiliki TKKSD perlunya didorong untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/ Kota yang lain sesuai dengan karakteristik daerahnya.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga



Dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pelayanan umum perlu upaya pendekatan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Kementrian serta semua lembaga yang berbadan Hukum guna menggali potensi yang dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan investasi daerah.

1. Kerjasama dengan Lembaga Pihak III/Perusahaan Negara/Lembaga Keuangan/Perbankkan antara lain:

1. Kerjasama di bidang Sanitasi



Kementerian Pekerjaan Umum RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menetapkan kriteria lokasi penerima Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) yang merupakan salah satu komponen program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) guna mendukung program PNPM-Mandiri.



Maksud dari program tersebut adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin.

Tujuan pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan kesadaran sanitasi dan praktik hidup bersih dan sehat masyarakat; Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan; Tersedianya sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.



Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menerima lokasi kegiatan program SPBM adalah Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri,  Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang

2. Kerjasama di bidang Pembangunan Waduk/Bendungan



Kementerian Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Pacitan ingin memiliki sarana waduk/bendungan guna mewujudkan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal penyediaan air irigasi, selain itu waduk/bendungan juga berfungsi sebagai pengendali banjir yang efektif dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sebagai penyedia air baku untuk rumah tangga diperkotaan maupun industri.

3. Kerjasama di bidang Keuangan



Pemerintah Daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean government), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. 



Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI,  Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. Hal ini dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Kerjasama dengan Lembaga Internasional
  WORKING GROUP :

- Dalam rangka sosialisasi Program/kegiatan Lembaga Internasional Singapore International Foundation (SIF) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan Kab/Kota di Jawa Timur

- Dalam rangka penawaran replikasi program peningkatan pelayanan dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lembaga Internasional 
KINERJA-USAID ke Kab/Kota di Jawa Timur

          Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

a. SINGAPORE INTERNATIONAL FOUNDATION (SIF) SINGAPORE  :

· Pelatihan bagi 50 orang Petugas Kesehatan Pasien usia lanjut (program   Psychogeriatry) di RSJ Radjiman Wedyodiningrat oleh Tenaga ahli dari SIF 

· Dibukannya pendidikan profesi khusus perawat gawat darurat di Unibraw Malang dan Poltekes Malang serta penyediaan tempat praktek di RS. Syaiful Anwar Malang

b. KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (KOICA) KOREA SELATAN :

· Pengiriman Korea Junior Expert (KJE) bidang Pengajar Tata Kecantikan Rambut di SMKN 3 Kab. Kediri, bidang Pengajar PAUD di Kab. Malang, Pasuruan dan Mojokerto, bidang pengajaran manajemen perikanan di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Kab.Sidoarjo, bidang IT di Kab. Trenggalek, bidang pengembangan ekonomi masyarakat perkotaan di Kab. Kediri dan pengajar Bahasa Korea di BLK Malang dan Kantor Penanaman Modal Kab. Kediri, masing-masing 1 orang KJE (8 orang KJE)

· Small project bantuan sarana dan prasarana di masing-masing Lembaga Penggguna small project
· Pelatihan bagi 2 orang PNS dibidang Pemerintahan local dan menejemen asset di Korea.
c. FLINDERS UNIVERSITY (FU) AUSTRALIA :

· 5 orang alumni Flinders University Australia dibidang Management Pendidikan Inklusif menjadi Tim Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur 
d. HELLEN KELER INTERNASIONAL (HKI) AMERIKA SERIKAT  :

· Pemeriksaan dan pemberiaan kaca mata gratis sejumlah 6000 buah kacamata kepada siswa-siswi, guru, penjaga sekolah, penjaga kantin di SMPN wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik

· Pelatihan manajemen pendidikan inklusif bagi 30 orang guru-guru di Sekolah Inklusif  tentang manejemen pendidikan inklusif

e. ASIA EDUCATION FOUNDATION (AEF) AUSTRALIA  :

· Penambahan 4 (empat) Sekolah yang masuk dalam program Bridge yaitu SDN Menanggal Kota Surabaya, MTsN Kota Batu dan Kab. Kediri serta MAN 3 Malang. 

· Pelatihan manajemen pendidikan (bidang Kurikulum, system pembelajaran dan pengelolaan kelas di Australia bagi 4 orang guru-guru yang sekolahnya masuk dalam program Bridge

f. KINERJA – USAID AMERIKA SERIKAT  :

· Pelatihan Tata cara penyusunan Standar Pelayanan Mininal dan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi 8 tenaga medis di 4 Puskesmas Kab. Bondowoso.

· Pelatihan Pengembangan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah bagi 6 orang  Kepala Sekolah dan Guru di Kab. Jember 

g. PROGRAMMA UITZENDING MANAGERS (PUM) BELANDA :

· Pengiriman 1 orang tenaga ahli bidang Manejemen pengairan di Kab. Nganjuk, 1 orang bidang UKM di Kab. Kediri, 1 orang bidang Manejemen Pariwisata di Kabupaten. 

h. PEACE CORPS (PC) AMERIKA SERIKAT  :

· Penempatan 30 orang relawan pendamping guru Bahasa Ingris dari Amerika Serikat ke beberapa SMA, SMK dan MAN di Kab/Kota di Jatim

i. QUENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGI (QUT) AUSTRALIA  :

· Pemberian kesempatan 25 orang guru inklusif untuk mengikuti Pelatihan manajemen Pendidikan Inklusif di QUT Australia. 

 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

· Masih kurang pahamnya SKPD tentang sistim dan prosedur Penyusunan Naskah Kerjasama dimana usulan pembuatan naskah yang mendadak, banyak dan belum berkoordinasi dan atau menghadirkan semua pihak yang akan melakukan kerjasama.

· Kurang pahamnya SKPD terhadap keberadaan Biro Adminisrasi Kerjasama sehingga sering kali pada saat rencana awal Pembahasan MoU Biro Administrasi Kerjasama tidak dilibatkan. 

· Penyusunan dan Pembuatan MoU banyak yang belum di telaah/dilakukan kajian secara cermat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kebingungan/kerancuan dan substansi hasil yang diinginkan sering tidak tercapai. 

· BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta sudah punya sasaran dan Policy sendiri dalam penggunaan dana CSR/PKBL namun masih diperlukan sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah.

· Kurangnya koordinasi tentang kebutuhan kerja sama yang optimal sehingga perlu pembahasan dengan dinas instansi terkait di Provinsi Jawa Timur yang menangani kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional .
· Kurangnya pendanaan bagi kerja sama sehingga perlu koordinasi untuk menjembatani kegiatan.
Solusi :

· Semua bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh SKPD dengan pihak ketiga seharusnya dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Kerjasama dan Biro Hukum serta pihak yang terkait lainnya;

· Sebelum penyusunan/pembuatan MoU, penyusunan/pembuatan Perjanjian Kerjasama, sebaiknya dilakukan telaah dan kajian sehingga substansi hasil yang diinginkan dapat tercapai;

· Tata kelola keuangan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terkait dengan peningkatan kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional  didiskusikan lebih mendalam kepada para pihak.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan kegiatan

Koordinasi secara intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Biro Administrasi Kerjasama masih sangat diperlukan dalam membangun daerahnya termasuk didalamnya instansi vertikal, antara lain : POLDA Jatim, KODAM V Brawijaya, Komando Operasi TNI-AU II, KOARMATIM, dan lain-lain. 

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan antara lain dengan POLDA Jatim kerjasama tentang Peningkatan Tertib Berlalu Lintas, dengan KODAM V Brawijaya kerjasama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni,  dengan Komando Operasi TNI-AU II yaitu kerjasama Penanganan Lahan Kritis, dengan KOARMATIM kerjasama Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan dan Pesisir di wilayah Jawa Timur.

3. Permasalahan dan solusi

Karena kurangnya komitmen dalam mengawal pelaksanaan kerjasama, proses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting guna identifikasi dan penentuan obyek kerjasama karena dilakukan tanpa melalui suatu kajian yang mendalam sehingga obyek kerjasama yang dituangkan dalam rencana aksi kurang mencerminkan keadaan serta kebutuhan dari para pihak yang akan bekerjasama. 

D. Pembinaan Batas Wilayah 

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan

1) Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud dan keputusan sebagaimana dimaksud bersifat final.

2) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa IG (Informasi Geospasial) yang berdasarkan IGD (Informasi Geospasial Dasar) hanya diselenggarakan oleh Pemerintah dan penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang ini.

3) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Gubernur melakukan langkah antara lain:
· persuasi dan negosiasi; dan 

· membangun kerja sama antar daerah.

Perselisihan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud mencakup perbatasan antar kabupaten/kota.

4) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah, dalam kegiatannya ada  5 (lima) tahapan yaitu :
· Tahap Penelitian Dokumen;

· Tahap Pelacakan Dokumen adalah Kegiatan ini merupakan penentuan garis batas sementara di atas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar hukum bagi batas daerah;

· Pemasangan Pilar Batas berupa Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Beberapa jenis pilar batas yaitu Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Batas Antara (PBA) dan Pilar Kontrol Batas (PKB).

· Pengukuran Dan Penentuan Posisi Pilar Batas adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya;

· Pembuatan Peta Batas, yaitu Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya.

Kegiatan
· Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 120/11814 dan Nomor 120/107/012/2012 tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Perjanjian tersebut pada intinya sepakat merapatkan sebanyak 326 pilar dimana melakukan pembangunan pilar secara bertahap pada 118 pilar dengan rincian yang telah disepakati dan dinformasikan bahwa 10 pilar dipasang di daerah rawan konflik Desa Tlogoagung Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang PABU 0006 s.d PABU 0007. Sedangkan penambahan 15 pilar sebagaimana terdapat dalam perjanjian kerjasama dimaksud, dipasang di PABU 0001 s.d PABU 0006 yang telah dilaksanakan pada tahun ini juga.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penataan Batas Antar Daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 345.000.000,00 dengan realisasi Rp. 337.995.000,00 atau 97,97%.
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Batas Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1) Permasalahan Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud.

2) Permasalahan Batas antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang terletak pada kawasan Kawah Ijen.

Solusi

1) Penyelesaian Perbatasan Gunung Kelud 

a) Dalam penyelesaian permasalahan, telah dilakukan 12 (dua belas) kali Rapat Koordinasi membahas penyelesaian permasalahan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Batas Daerah di sekitar Kawasan Gunung Kelud secepatnya.

b) Telah dilakukan 1 (satu) kali Tinjauan Lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Bakosurtanal pada tanggal 19 s.d 21 September 2011 tanpa difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c) Pasca terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur baru memasuki tahap kedua dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, dan masih ada 3 (tiga) tahapan lagi sebelum dikeluarkan Permendagri.

d) Telah dilaksanakan pertemuan Bupati Blitar dengan Gubernur Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 pukul 10.30 WIB di ruang rapat Kertanegara Jl. Pahlawan 110 Surabaya dipimpin oleh Bapak Gubernur Jawa Timur dan Bupati Blitar, dihadiri oleh:
· Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;

· Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar;

· 6 (enam) Ulama dan Kyai dari Kabupaten Blitar; dan

· Para pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Blitar.

e) Bapak Gubernur Jawa Timur menyampaikan saran kepada Bupati Blitar sebagai berikut:

· Meminta Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri duduk bersama membahas secara musyawarah mufakat tentang permasalahan batas daerah yang berada di kawasan Gunung Kelud, karena pada dasarnya yang mengerti batas daerah yakni masyarakat yang ada di desa dua kabupaten yang berada di kawasan Gunung Kelud.

· Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut. Salah satunya, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Juni 2012 Nomor 136/10995/011/2012 Perihal Permohonan Fasilitasi dan Klarifikasi Penyelesaian Batas Daerah di Jawa Timur.

· Sesuai hasil konsultasi dengan Bapak Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI tanggal 6 Juli 2012 yang intinya bahwa Dirjen PUM Kemendagri RI siap untuk melakukan mediasi dan klarifikasi dengan Bupati Blitar, Bupati Kediri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Ditjen PUM Kemendagri RI di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012 menghadirkan Tim PBD Pusat (Ditjen PUM dan Bakosurtanal), Pejabat Vulkanologi BMKG, Tim PBD Provinsi Jawa Timur, Bupati Blitar dan Bupati Kediri.

f) Klarifikasi dan mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 10.00 WIB di Ditjen PUM Kemendagri RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri RI Dr. I Made Suwandi, M.Soc.Sc serta Direktur Penataan Batas dan Wilayah Ditjen PUM Kemendagri RI Drs. Eko Subowo, M.Si dan dihadiri oleh:
· Bupati Blitar;
· Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri;
· Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

· Prof. Sobar Sutisna (Bakosurtanal);

· Tim Penegasan Batas Pusat (Kemendagri RI dan Bakosurtanal);

· Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Blitar; dan

· Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri.

g) Mediasi dan klarifikasi diawali dengan penjelasan Direktur Penataan Batas dan Wilayah Kemendagri RI tentang permasalahan batas daerah yang terletak pada kawasan Gunung Kelud hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur.

h) Setelah itu dilanjutkan penjelasan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa Bapak Gubernur Jawa Timur ingin menyelesaikan persoalan ini dengan wisdom dan wise, mengharapkan dapat bekerjasama dan mengelola daerah secara bersama-sama.

i) Selanjutnya penjelasan dari Bakosurtanal yang disampaikan Prof. Sobar Sutisna menjelaskan dari aspek teknis pengambilan garis Gunung Kelud, yaitu:

· Terhadap Igir atau watersheed dengan berjalan dari mulut terowongan/lorong ke arah Gunung Lirang 1, kemudian dilanjutkan ke arah Gunung Lirang 2, tetapi terputus oleh lembah yang curam dan lebar.

· Terhadap Gunung Umbuk dilihat dari fenomena yang ada setelah melalui puncak Gunung Umbuk batas melalui Igir atau watersheed, kemudian masuk dan menelusuri Sungai Darapdurga hingga mendekati Kawah Kelud hingga posisi di sebelah Utara dari terowongan/lorong.

· Jika mengikuti ke arah Utara akan terputus oleh Lembah yang curam dan lebar oleh karena itu para pendaki yang akan menuju ke Gunung Kelud menggunakan jalur/arah Selatan.

· Dari Gunung Lirang 1 kemudian dilanjutkan ke arah Gunung Gajah Mungkur terputus oleh Lembah yang curam dan lebar, dari Gunung Gajah Mungkur terus ke arah Gunung Kelud.
j) Dilanjutkan oleh Bupati Blitar yang menyampaikan poin-poin keberatan, yaitu:

· Pemerintah Kabupaten Blitar sangat keberatan terhadap terbitnya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, yang isi pokoknya menetapkan wilayah puncak Gunung Kelud Masuk Wlayah Kabupaten Kediri, yang belum didasarkan atas kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kediri.
· Pemerintah Kabupaten Blitar menghendaki adanya kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, agar penegasan batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri di kawasan puncak Gunung Kelud dilakukan proses ulang dari awal sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2006.
· Pemerintah Kabupaten Blitar berharap sikap Kemendagri obyektif dalam penyelesaian permasalahan ini, karena permasalahan ini harus diselesaikan secara adil berdasar kesepakatan, sehingga tidak menyisakan permasalahan dikemudian hari, yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat yang dapat mengganggu pelaksanaan proses pemerintahan di Kabupaten Blitar.
· Pemerintah Kabupaten Blitar berharap adanya penyelesaian secara bersama, artinya tidak ada pihak yang menang dan yang kalah. Pemerintah Kabupaten Blitar tidak berniat untuk merebut pengelolaan wisata di kawasan Kelud, namun hanya pengakuan dan penegasan batas bahwa kawasan puncak kelud milik Kabupaten Blitar. Untuk pengelolaan wisata bisa di laksanakan sesuai mekanisme kerjasama antar daerah.
k) Bupati Kediri menjelaskan, pada intinya sikap Pemerintah Kabupaten Kediri taat kepada hukum, mengingat negara kita adalah negara hukum sehingga menghormati Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur dan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya apapun resikonya.

l) Kemudian Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri RI menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

· Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud dan keputusan sebagaimana dimaksud bersifat final.
· Terhadap hasil keputusan PTUN, jika sudah ada keputusan tetap dan salah satu pihak tidak puas baik dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, mengingat Berdasarkan Pasal 24A Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
· Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI memberikan opsi agar Kabupaten Blitar mencabut gugatan di PTUN dan bersama-sama Kabupaten Kediri menandatangani kesepakatan untuk memulai penegasan dari awal.

· Penegasan batas tersebut, dipimpin oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI sebagai Ketua Tim Mediasi dengan anggota Tim yaitu Bupati Blitar, Bupati Kediri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bakosurtanal.

· Tim tersebut akan memulai dari awal penelitian dokumen serta peninjauan lapangan di kawasan Gunung Kelud dan hasilnya bersifat final serta tidak akan ada gugatan lagi.

m) Namun dapat kami laporkan, opsi yang digagas Dirjen Pemerintahan Umum tidak mendapat respon dari Bupati Kediri, dengan alasan Pemerintah Kabupaten Kediri menunggu hasil persidangan gugatan di PTUN. Sehingga jalan untuk dilakukan mediasi antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri menemui jalan buntu (deadlock).

n) Berbagai mediasi telah  dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  pasca terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur, terakhir pada tanggal 16 Juli 2012 di Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI yang berakhir tidak mencapai kesepakatan.

o) Pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, Ketua Majelis Hakim PTUN Surabaya telah memberikan putusan yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang intinya menyatakan gugatan penggugat (Pemkab Blitar) tidak diterima.

p) Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa penyelesaian perkara Nomor 51/G/2012/PTUN.SBY dimana telah mendapat putuan dari PTUN dimana Gubernur Jawa Timur dipihak yang menang namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik penggugat maupun tergugat intervensi telah mengajukan banding, sedangkan kuasa hukum tergugat (Gubernur Jawa Timur) menunggu petunjuk selanjutnya.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

a) Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Penanganan bencana dan penanggulangannya  pada tahun 2012 antara lain :

1. Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki potensi tinggi dilanda kekeringan. Pada saat ini 23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, antara lain di   23 Kabupaten, 221 Kecamatan dan 825 Desa meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Jombang, Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember dan Banyuwangi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,00 terdiri dari dan APBN (BNPB) Rp. 14.000.000.000,00 dan APBD Provinsi Jawa Timur. Sebesar Rp. 500.000.000,00
Pengertian Kekeringan berdasarkan kebutuhan air bersih perhari – perorang. Dalam rapat telah disepakati 3 (tiga) kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

· Kering Langka Terbatas, dengan kriteria ketersediaan  air 30-60 liter/hari/ orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter)
· Kering Langka, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer),
· Kring Kritis, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.
Berdasarkan kriteria tersebut diatas telah diambil keputusan daerah yang mengalami Kering Kritis yang perlu dan mendapatkan pasokan air bersih. Pada tahun 2012 sebanyak 23 Kabupaten terbagi dalam 221 Kecamatan dan 825 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak  2.935.405 Jiwa. 

2. Bencana Banjir dan tanah longsor kejadian dengan taksiran kerugian atau kerusakan lebih kurang sebesar Rp. 10.180.750.000,00 sampai dengan akhir Desember 2012 dengan lokasi kejadian di Kab. Ponorogo, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek dan Kota Batu.

3. Bencana Angin Puting Beliung kejadian dengan taksiran kerugian atau kerusakan lebih kurang sebesar Rp. 5.647.750.000,00 sampai dengan akhir Desember 2012 dengan lokasi kejadian di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Jombang, Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Magetan, Sidoarjo, Jombang dan Kota Surabaya

Adapun penanggulangan dari kejadian tersebut diatas antara lain melalui:

· Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis dan BPBD Kab./ Kota;

· Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan bencana; 

· Dilakukan perbaikan secara gotong royong oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI, Muspika dan Relawan Swasta;

· Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan tempat pengungsian;

· Mengevakuasi korban dan membuka Posko Kesehatan, Posko BPBD serta Posko Lapang  terpadu;

· Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan disertai angin kencang agar tidak di dalam rumah.

b) Status Bencana

Berdasarkan Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah  (Gubernur/ Bupati/ Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas  untuk menanggulangi  bencana, dalam hal ini  BNPB/BPBD. "Status  bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat , Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat;
c) Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan, mendapatkan alokasi Anggaran  APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 14.549.100.000,00 terdiri atas Belanja Tidak langsung Rp. 2.614.900.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.934.200.000,00

d) Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan : 

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;

2. Melakukan  penyusunan  Data  Informasi  Bencana  Jawa  Timur,  sebagai  bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;

3. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat  masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam  merencana-kan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);

4. Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI/POLRI/ SAR (Relawan) dan swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana; 
e) Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 47.070.731 jiwa, yang mempunyai luas 4.715.772 Km2 meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi geografis 7 (tujuh) gunung aktif (Gunung Semeru, Bromo, Kelud, Lamongan, Raung, Welirang dan Gunung Ijen), 2 (dua) Sungai besar Sungai Bengawan Solo melintas      5 (lima) Kabupaten (Kab. Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik) dan  Sungai Brantas melintas 7 (tujuh) Kab./Kota (Malang, Blitar, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya) serta 8 (delapan) Kabupaten wilayah Pantai Selatan (Rawan Tsunami: Kab. Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Blitar, Lumajang, Jember, Banyuwangi).

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Jawa Timur memliki potensi bahaya (hazard potency)  yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, Kebakaran Hutan dan Lahan. Secara umum potensi bencana tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu Potensi Bahaya Utama    (main hazard) dan Potensi Bahaya Ikutan (collateral hazard). 
Potensi Bahaya Utama (main hazard) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa yang menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah wilayah dengan zona-zona Gempa, Tanah Longsor, bencana Letusan Gunung Api, bencana Tsunami, bencana Banjir, dan lain-lain. Disamping tingginya potensi bahaya utama, Jawa Timur juga memiliki potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya likuifaksi, presentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan memiliki kepadatan, presentase bangunan kayu (utamanya di daerah permukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi.

Secara keseluruhan, berbagai potensi bencana yang terdapat di Jawa Timur adalah sebagai berikut : 
1. Bencana Gempa bumi. 
Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

2. Bencana Tsunami. 
Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.
Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

· Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.

· Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang daerah bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (daerah bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir. 
3. Bencana Kebakaran. 
Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

4.  Bencana Angin Siklon Tropis. 
Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah, sedangkan Angin Kencang dapat berlangsung lebih dari  30 menit bahkan bisa lebih dari satu hari dengan kecepatan rata-rata 20 - 30 knot, sementara puting beliung biasa kecepatannya dapat mencapai 40 – 50 km/jam atau lebih dengan durasi yang sangat singkat dan tidak sama dengan fenomena badai yang sering melanda di negara Amerika, Australia, filipina, Jepang, Korea maupun China.

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Timur untuk Fenomena Angin Puting Beliung biasanya terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Terjadinya angin Puting Beliung kebanyakan pada siang hari, karena  fenomenanya selalu terjadi setelah lepas pukul 13.00-17.00 namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada malam hari. Fenomena angin puting beliung ini juga berbeda dengan badai tropis.

Adapun daerah di Jawa Timur yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung beserta dengan kerangka waktu yang secara umum terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Potensi Rawan Bencana Angin Putting Beliung dan Prakiraan Waktunya
	No
	Wilayah
	Prakiraan

 (Antara)

	01
	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan
	Awal Nopember s/d                        Akhir Nopember

	02
	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat, Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut
	Pertengahan Nopember s/d            Awal Desember  

	03
	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur,
	Pertengahan Nopember s/d                              Awal Desember

	04
	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara
	Awal Nopember s/d            Akhir Nopember

	05
	Tuban bagian utara
	Awal Desember s/d                                  Akhir Desember

	06
	Ngawi bagian barat
	Awal Nopember s/d            Akhir Nopember

	07
	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan
	Pertengahan Nopember  s/d            Awal Desember

	08
	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bag tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat
	Pertengahan Nopember s/d             Awal Desember

	09
	Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut
	Pertengahan Nopember s/d            awal Desember

	10
	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur
	Pertengahan Nopember s/d            awal Desember

	11
	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara, Blora bagian utara, Rembang, Tuban bagian utara
	Awal Nopember s/d                Akhir Nopember 

	12
	Gresik bagian utara, Kodya Surabaya, Tuban bagian timur, Lamongan bagian utara
	Akhir Nopember s/d                pertengahan Desember

	13
	Gresik bagian selatan, Lamongan bagian selatan, Jombang bagian tengah dan utara, Mojokerto bagian utara, Nganjuk bagian tengah, Sidoarjo bagian barat
	Awal Nopember  s/d 

Akhir Nopember

	14
	Jombang bagian tenggara, Malang bagian utara, Mojokerto bagian selatan, Pasuruan bagian barat
	Awal Nopember s/d                akhir Nopember

	15
	Blitar bagian utara, Kediri bagian tengah, Malang bagian barat laut, Nganjuk bagian timur, Tulungagung bagian timur
	Awal Nopember  s/d                akhir Nopember

	16
	Blitar bagian timur laut, Kediri bagian tenggara
	Tengah Nopember s/d                awal Desember

	17
	Blitar bagian timur, Malang bagian tengah, Kota Malang bagian selatan, Pasuruan bagian Selatan, Lumajang bagian barat, Malang bagian selatan, Lumajang bagian barat daya, Jember bagian barat daya, Lumajang bagian timur, Jember bagian barat laut, Jember bagian barat, Jember bagian tengah, Bondowoso bagian barat, Jember bagian timur laut
	Awal Nopember  s/d                akhir Nopember

	18
	Banyuwangi bagian barat laut, Jember bag. timur, Bondowoso bag. tengah, Situbondo bag. barat
	Pertengahan Nopember s/d                awal Desember

	19
	Pasuruan bagian tengah dan utara, Sidoarjo bagian timur, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan bagian tenggara, Probolinggo bagian barat
	Pertengahan Nopember s/d                awal Desember

	20
	Pasuruan bagian timur, Probolinggo bagian utara
	Awal Desember s/d                akhir Desember

	21
	Bondowoso bagian Barat, Probolinggo bagian selatan, Banyuwangi bagian barat, Jember bagian selatan
	Awal Nopember  s/d                akhir Nopember

	22
	Bondowoso bagian barat laut, Probolinggo bagian tengah, Bondowoso bagian utara, Situbondo bagian tengah, Banyuwangi bagian utara, Situbondo bagian timur,

Sekitar Gunuing Ijen-Banyuwangi
	Akhir Nopember  s/d                pertengahan Desember

	23
	Bangkalan bagian selatan, Bangkalan bagian barat dan tengah, Pamekasan bagian barat
	Pertengahan Nopember s/d                awal Desember 

	24
	Sampang bagian tengah, Pamekasan bagian tengah, Sampang bagian timur, Bangkalan bagian utara, Pamekasan bagian Utara, Sumenep bagian tengah dan timur, Banyuwangi bagian timur,  
	Awal Nopember s/d                   akhir Nopember


Sumber: BMKG Tanjung Perak
5. Gunung Berapi 

Banyaknya gunung berapi yang berada di Jawa Timur, sehingga    merupakan salah satu bencana yang menjadi ancaman bagi masyarakat di daerah rawan letusan gunung berapi. Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi aktif dan berpotensi ancaman bencana, yaitu Gunung Bromo, Kelud, Lamongan, Welirang, Semeru, Raung dan gunung Ijen.

Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan.

Bahaya Utama (primer). Bahaya utama (sexing juga disebut bahaya langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (piroclastk flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran lava (lava flow), dan gas beracun.

Bahaya Ikutan (sekunder). Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi dengan penetapan zona  bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain.

6. Bencana Banjir. 
Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan/daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan bottleneck Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro.     Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara  0-8%. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.
7. Longsor
Longsor  sering  terjadi  di  daerah  yang  memiliki  derajat  kemiringan  tinggi, yang diperburuk  oleh  penataan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai.  Pada umumnya, longsor  terjadi  pada  musim  basah  ketika  terdapat  peningkatan  curah hujan. Terdapat 14 Kabupaten yang  merupakan  daerah  rawan  Longsor,  yaitu : wilayah timur Kabupaten Pacitan, Ponorogo bagian selatan, Trenggalek Selatan. Malang barat laut, Lumajang barat laut, Jember utara, Banyuwangi barat, Bondowoso barat, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Situbondo, Magetan, Probolinggo,  Blitar

F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 53 Tahun 2010. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau buatan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi. Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan kawasan pelestarian alam yang mencakup hutan lindung, suaka alam, cagar alam yang secara fisik pengelolaannya dimulai pada ketinggian 1000 m dpl.

TAHURA R. Soerjo termasuk dalam kelompok  Hutan Arjuno lalijiwo seluas 27.868,30 Ha. Kawasan hutan ini merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 ha dan cagar alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 ha. Secara administrasi Tahura Raden Soeryo terletak di Propinsi Jawa Timur di lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Mojokerto (10.181,10 Ha), Kabupaten Pasuruan (5.894,30 Ha), Kabupaten Malang (4.287,00 Ha), Kabupaten Jombang (2.864,70 Ha), dan Kota Batu (4.641,20 Ha).
Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;

b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;

c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;

e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan 

f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Tahura R.Soerjo merupakan kawasan hutan di Jatim yang mempunyai arti strategis yang memiliki potensi sebagai kawasan tangkapan air bagi sumber-sumber air maupun sungai-sungai penting di sekitar kawasan, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Kalikunto, dan lain-lain. Disamping itu di kawasan ini juga terdapat beberapa tumbuhan endemik dan tumbuhan langka, dan berbagai fauna lain yang bermanfaat untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi alam yang ada tersebut juga menjadi obyek dan daya tarik wisata, seperti alam Gunung Gajah Mungkur, Air Terjun Watu Ondo, pemandian air panas Cangar, dan lain sebagainya.
Letak Luas dan Batas Wilayah TAHURA R.Soerjo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

· Letak geografis : 7º 40‘ 10” - 7º 49‘ 31” LS dan 112º 22‘ 13” - 112º 46‘ 30” BT
· Luas : 27.868,30 Ha. (Kepmenhut No. 80/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001, jo No.1190/Kpts-II/2002 tgl 2 April 2002). 
· Berdasarkan wilayah administrasi terbagi dalam 5 (lima) Kabupaten / Kota yaitu :
Kabupaten Malang      :   4.287,00 Ha.

Kabupaten Pasuruan   :   5.894,30 Ha.

Kabupaten Mojokerto : 10.181,10 Ha.

Kabupaten Jombang   :   2.864,70 Ha.

Kota Batu                  :    4.641,20 Ha.
· Batas-batas Kawasan Tahura R. Soerjo : 
Barat     : Kabupaten Jombang 
Utara     : Kabupaten Mojokerto,
Timur     : Kabupaten Pasuruan 
Selatan   : Kabupaten Malang dan Kota Batu
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Potensi TAHURA R.Soerjo

Potensi Kawasan Tahura Raden Soeryo memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi wilayah kabupaten maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam yang potensial khususnya di sektor jasa pariwisata alam. Kawasan Tahura R. Soeryo memiliki peran penting dalam mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut. 
Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soeryo bahwa sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura Raden Soeryo terdapat 163 titik sumber mata air yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu:
a. Kota Batu: 35 sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama dimanfaatkan untuk menyiram tanaman pertanian dan dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.
b. Kabupaten Malang: 30 sumber mata air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat.
c. Kabupaten Pasuruan: 15 sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat dan perusahaan swasta.
d. Kabupaten Mojokerto: 69 sumber mata air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura.
e. Kabupaten Jombang: 14 sumber mata air, yang sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.
Disamping memiliki potensi hidrologi dengan peran sebagai pengatur sediaan air, TAHURA R.Soerjo juga memiliki potensi flora, fauna, dan obyek wisata alam (OWA). Potensi flora dalam kawasan TAHURA dikelompokan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu:
a) Hutan alam cemara: terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon 80-156 pohon/ha.
b) Padang Rumput: terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas    200 Ha.
c) Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah: terdapat di ketinggian 2000 - 2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.
Obyek Wisata Alam (OWA) dalam kawasan TAHURA R. Soerjo menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaannya, disamping kegiatan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan. Pemanfaatan jasa lingkungan dari objek wisata alam seperti permandian air panas cangar, air terjun watu ondo, air terjun tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya.
Disekitar kawasan TAHURA R.Soerjo terdapat 43 Desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/ Kota.

Desa penyangga adalah wilayah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Tahura R.Soerjo. Ada 43 desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota:

a) Kabupaten Malang, terdiri dari 11 desa penyangga yang tersebar di 6 Kecamatan/Kota, Yaitu:
· Kecamatan Lawang: ds. Wonorejo

· Kecamatan Singosari: ds Toyomarto, ds. Gunungrejo, ds. Klampok

· Kecamatan Karangploso: ds Tawangargo

· Kecamatan Pujon: ds. Madiredo, ds Wiyurejo, ds.Tawangsari, ds Ngabab
· Kecamatan Ngantang: ds. Jombok

· Kecamatan Kasembon: ds. Pait

b) Kota Batu, ada  3 Desa penyangga yang seluruhnya berada di Kecamatan Bumiaji, yaitu: ds.Tulungrejo, ds. Giripurno, ds. Sumber Brantas
c) Kabupaten Pasuruan, memiliki 8 desa penyangga yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu:
· Kecamatan Purwosari: ds.Tambaksari

· Kecamatan Purwodadi: ds. cendono

· Kecamatan Prigen: Kel. Prigen, Kel Pecalukan, Kel. Ledug, ds. Jatiarjo, ds. Dayurejo,ds Lumbangrejo
d) Kabupaten Mojokerto, memiliki 16 desa penyangga yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu terdiri atas:
· Kecamatan Pacet: ds. Padusan, ds. Pacet, ds. Cembor, ds Claket, ds. Kemiri, ds Sajen, ds. Wiyu

· Kecamatan Trawas: ds. Ketapanrame, ds. Trawas

· Kecamatan Gondang: ds. Ngembat, ds. Begagan Limo, ds. Dilem, ds Gumeng

· Kecamatan Jatirejo: ds Tawangrejo, ds. Rejosari, ds. Jembul

e) Kabupaten Jombang, memiliki 5 Desa penyangga yang seluruhnya terdapat di Kecamatan Wonosalam, yaitu: ds. Carangwulung, ds. Galengdowo, ds. Panglungan, ds Jarak, ds Wonosalam
2. Sumber Anggaran
Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dalam hal ini Taman Hutan Raya, pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang pada gilirannya dapat memajukan hidup dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi itu sendiri, tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan TAHURA R. Soerjo, diupayakan dapat memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi dengan didukung anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Tahun 2012 TAHURA R.Soerjo mendapatkan dana sebesar Rp.8.190.139.000,00

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

· Kawasan Hutan Hujan Tropis di Tahura Raden Seoryo di dominasi oleh jenis Pasang (Quercus sp), Glochidion sp, Kukrup (Engelhardia spicata) dan kelompok Ficus sp.    Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam kawasan Tahura Raden Soeryo dapat dikelompokan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang.
· Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soeryo sebagai daerah reasapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang)
· Belum optimalnya pengeloaan kawasan sehingga keseimbangan antara upaya perlindungan dan pemanfaatan tidak jelas.
· Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan sehingga gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soeryo masih tinggi seperti pencurian kayu, dan lainnya.
Solusi:

· Untuk optimalnya pengelolaan kawasan Tahura Raden Soeryo, disarankan kepada Pihak pengelola untuk melakukan pendekatan pada tiga aspek yaitu: 1). aspek keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan; 2). aspek pemberdayaan masyarakat, dan; 3). aspek profesionalitas pengelolaan; Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan TAHURA R. Soerjo, diupayakan dapat memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut strategi pengelolaan diarahkan kepada:
1. Pengenalan tentang Tahura Raden Soeryo, mengenai potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.
2. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura dengan instansi terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura Raden Soeryo.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan
4. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat desa penyangga
5. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat dalam pelestarian dan peningkatan fungsi tahura.
6. Melakukan pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan untuk meningkatkan keanekaragaman dan kerapatan jenis.
· Pengelolaan kawasan Tahura  sesuai dengan fungsi pemanfaatannya, didasari pada prinsip pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) sekitara Kawasan tahura yang sifatnya edukatif dan persuasif. Di samping itu, tindakan yang bersifat represif dan preventif perlu juga dilaksanakan secara terpadu, berlanjut dan tuntas sehingga terwujud sebuah kawasan taman hutan raya yang benar-benar dapat memberikan konstribusi di setiap sektor kehidupan seperti ekologis, sosial dan ekonomi secara selaras, seimbang dan lestari. 
· Agar melakukan pemulihan ekosistem dan menyediakan sistem anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan zonasi kawasan.
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Sparatisme atau lainnya)

1. Konflik berbasis sara : Konflik horizontal internal dan antar pemeluk agama, seperti antara penganut faham Sunni dengan syah dan ahmadiyah serta konflik pendirian gereja.

2. Kejadian anarkhis yang sering dilakukan oleh massa unjuk rasa, adalah anarkhisme non pisik, seperti penghinaan terhadap lambang/simbul pemerintah atau negara. Sedangkan tindakan anarkhisme secara pisik seperti perusakan terhadap fasilitas umum dan perkantoran tidak banyak terjadi.

3. Kasus pembakaran bangunan rumah dan fasilitas tempat pendidikan milik kelompok syiah di Dusun Nang Kernang, Desa Karang Gayam, Kec. Omben, Sampang, Madura.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah : 

· Kegiatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  diantaranya :


Penertiban PKL, Reklame, IMB, PMKS dan PSK di Kab/Kota se Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 204.100.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 202.770.000,00  (99,26 %).

· Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah diantaranya : 

Penertiban Penambang Pasir Liar di daerah aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo serta penertiban RUMIJA dan DAMIJA di jalan jalur Provinsi dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 450.225.000,00 dan telah direalisasikan sebesar  Rp. 428.211.250,00 (99,51%) .  

Laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum Kab/Kota berupa Kesusilaan Seksual, Penertiban  PKL, Penertiban Usaha HO, Penertiban IMB, Penertiban Reklame,  dan  PMKS  :

Tabel 6.2
Rekap Laporan Kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kab/Kota Se Jatim 

 Tahun 2012


[image: image3.emf]Kesusilaan/     

Seksual

Ops. PKL

Ijin Usaha / 

HO

IMB

Ops. 

Reklame

Pelanggaran          

Lalin

PMKS JUMLAH Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 KOTA SURABAYA

596 38.790 210 457 12.232 0 475 52.760

2 KOTA MADIUN

23 74 81 40 384 0 136 738

3 KOTA BLITAR

0 0 0 0 407 0 61 468

4 KOTA KEDIRI

22 10 5 1 41 0 17 96

5 KOTA MOJOKERTO

1 20 1 5 6 0 0 33

6 KOTA MALANG

0 0 216 0 15 0 0 231

7 KOTA BATU

6 20 0 3 29 0 26 84

8 KOTA PASURUAN

22 256 0 4 65 0 53 400

9 KOTA PROBOLINGGO

0 587 0 0 140 0 0 727

10 KAB. MADIUN

7 24 1 0 21 0 12 65

11 KAB. BLITAR

2 8 1 0 28 5 18 62

12 KAB. MAGETAN

0 188 0 0 713 0 157 1.058

13 KAB. NGAWI

5 14 0 0 15 0 15 49

14 KAB. PONOROGO

0 8 1 3 4 0 0 16

15 KAB. PACITAN

11 9 6 2 33 0 11 72

16 KAB. TRENGGALEK

0 49 24 26 854 0 17 970

17 KAB. TULUNGAGUNG

175 123 43 0 111 0 74 526

18 KAB. NGANJUK

12 18 12 15 57

19 KAB. KEDIRI

9 15 3 4 16 0 31 78

20 KAB. MOJOKERTO

5 25 3 4 10 0 6 53

21 KAB. BOJONEGORO

5 12 2 1 14 0 23 57

22 KAB. TUBAN

11 6 9 1 2 0 1 30

23 KAB. LAMONGAN

11 4 17 14 106 0 32 184

24 KAB. JOMBANG

0 47 55 0 15 0 4 121

25 KAB. MALANG

0 0 15 1 78 0 0 94

26 KAB. PASURUAN 12 4 53 52 2 0 3

126

27 KAB. PROBOLINGGO 2 1 5 1 5 0 0

14

28 KAB. LUMAJANG 0 8 40 0 47 0 0

95

29 KAB. SITUBONDO 174 35 229 6 153 0 81

678

30 KAB. BONDOWOSO 4 8 1 0 0 0 11

24

31 KAB. JEMBER 64 163 5 5 147 0 104

488

32 KAB. BANYUWANGI 13 124 0 0 62 0 11

210

33 KAB. SIDOARJO 16 234 65 48 271 0 65

699

34 KAB. GRESIK 6 82 0 3 26 0 16

133

35 KAB. BANGKALAN 0 49 12 15 19 0 0

95

36 KAB. SAMPANG 0 0 1 3 0 0 0

4

37 KAB. PAMEKASAN 0 0 1 17 6 0 13

37

REKAPITULASI KEGIATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KAB/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2012

NO KAB / KOTA

PELANGGARAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani :  

Bahwa setiap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melibatkan Instansi atau Lembaga lain antara lain :

a. Bakesbangpol dan Satpol PP untuk pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pengamanan terbuka maupun tertutup.

b. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pemerintahan dan Biro Hukum;

c. Bakesbangpol, Biro Administrasi Kemasyarakatan dan BPBD untuk penangan konflik berbasis SARA.

d. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Perda Bersanksi Pidana serta Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP);

5. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 memiliki personil sebanyak 163 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut ;

a.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 163 orang dan pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi  :

1. Pejabat Struktural
:
16
Orang

2. Staf Administrasi
:
49 
Orang

3. Operasional Lapangan
:


· Gedung Kantor Pahlawan I
:
24
Orang

· Gedung Kantor Pahlawan II
:
24
Orang

· Gedung Negara Grahadi
:
25
Orang

· Gedung PKK Gayungan Prop. Jawa Timur
:
4
Orang

· Kantor BKOW

:
3
Orang

· Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol
:
6
Orang

· Kediaman Gubernur Jawa Timur
:
6
Orang

· Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur
:
6
Orang

b.
Kualifikasi Pendidikan dan Latihan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pendidikan formal

· S – 2

:
11
Orang

· S – 1

:
29
Orang

· SLTA

:
113
Orang

· SLTP

:
4
Orang

· SD

:
6
Orang

2. Pelatihan / Pendidikan

· Diklat Struktural
:
16
Orang

· Diklat Fungsional
:
16
Orang

· Diklat Pemerintahan
:
35
orang

· Diklat Dasar Pol PP
:
135
Orang

· Diklat Teknis
:
60
Orang

3. Golongan

· Golongan I

:
3
Orang

· Golongan II

:
114
Orang

· Golongan III

:
35
Orang

· Golongan IV

:
11
Orang

Sedangkan untuk Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Prov. Jatim (Bidang yang menangani), sebanyak 14 orang yang terdiri dari :
Pendidikan :

a. S 2
:   3  orang

b. S 1
:   5  orang

c. Pendidikan SMA
:   5  orang

d. Pendidikan SMP  
 
:   1  orang
Golongan :

a.  Golongan II
     
:   2   orang

b.  Golongan III 

:   9   orang

c.  Golongan IV


:   3  orang
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran :

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD yang dipergunakan untuk pendanaan 9 (sembilan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan, sebesar           Rp. 21.387.550.000,00 dengan rincian :

· Anggaran Tidak Langsung sebesar Rp. 8.069.350.000,00 

· Anggaran Langsung sebesar Rp. Rp. 13.318.200.000,00

Realisasi penyerapan tahun 2012 sebesar Rp 20.666.434.965,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 96,63%.                     

Untuk  Bidang  Kewaspadaan tahun  2012 dengan sumber  Anggaran dari APBD Provinsi Jatim sebesar Rp. 1.766.400.000,00

7. Penanggulangannya Dan Kendala

Penanggulangannya
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

· Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan performance satuan polisi pamong praja dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur 
· Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi.

· Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional/lapangan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

· Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

· Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

· Dalam penyusunan produk–produk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersanksi pidana hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang–undangan dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dalam pelaksanaannya.

· Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forum Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

· Melaksanakan Penggalangan kepada para tokoh/pemimpin informal, pemimpin Ormas dan Parpol.

· Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 

Kendala
Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan – permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

· Rekruitmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan secara khusus ;

· Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi ;

· Anggota Satpol PP, sebagian besar merupakan pegawai yang mendekati purna dan limpahan dari SKPD lain yang kurang berkompeten;

· Prosedur Tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/ Bupati/Walikota ;

· Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah ;

· Kelembagaan Satpol PP Kabupaten/Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya;

· Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing– masing SKPD Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota ;

· PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.

· Kendala yang menonjol adalah kondisi masyarakat yang cenderung labil dan banyaknya elemen atau kelompok masyarakat, seperti Ormas dan LSM yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memprovokasi. Sedangkan regulasi untuk membendung kegiatan dimaksud sangat kurang.

8. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu melakukan koordinasi dengan Instansi/ Badan Dinas lain yang dapat mendukung dan memberikan bantuan tenaga maupun pikiran dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Jawa Timur, unsur dari TNI maupun POLRI serta dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota  (Dinas Sosial, Dinas ESDM, Dinas PU Pengairan, Badan Lingkungan Hidup).  Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penertiban Penambang Pasir Liar yang dilakukan dengan Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kab/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk sampai dengan Kabupaten Ngawi.  Untuk penguatan pengamanan, melibatkan satuan dari POLRI sejumlah 1 (satu) peleton atau 31 (tiga puluh satu) orang dan dari unsur TNI melibatkan Koramil setempat sekitar 10 orang.  Untuk pengamanan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jl. Pahlawan melibatkan dari unsur POLRI sejumlah 2 (dua) SSK atau sekitar 200 (dua ratus) orang dan dari unsur TNI sekitar 1 (satu) peleton atau sekitar 31 (tiga puluh satu) orang.
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SETAHUN

		REKAPITULASI KEGIATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KAB/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2012

		NO		KAB / KOTA		PELANGGARAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

						Kesusilaan/     Seksual		Ops. PKL		Ijin Usaha / HO		IMB		Ops. Reklame		Pelanggaran          Lalin		PMKS		JUMLAH		Keterangan

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		KOTA SURABAYA		596		38,790		210		457		12,232		0		475		52,760

		2		KOTA MADIUN		23		74		81		40		384		0		136		738

		3		KOTA BLITAR		0		0		0		0		407		0		61		468

		4		KOTA KEDIRI		22		10		5		1		41		0		17		96

		5		KOTA MOJOKERTO		1		20		1		5		6		0		0		33

		6		KOTA MALANG		0		0		216		0		15		0		0		231

		7		KOTA BATU		6		20		0		3		29		0		26		84

		8		KOTA PASURUAN		22		256		0		4		65		0		53		400

		9		KOTA PROBOLINGGO		0		587		0		0		140		0		0		727

		10		KAB. MADIUN		7		24		1		0		21		0		12		65

		11		KAB. BLITAR		2		8		1		0		28		5		18		62

		12		KAB. MAGETAN		0		188		0		0		713		0		157		1,058

		13		KAB. NGAWI		5		14		0		0		15		0		15		49

		14		KAB. PONOROGO		0		8		1		3		4		0		0		16

		15		KAB. PACITAN		11		9		6		2		33		0		11		72

		16		KAB. TRENGGALEK		0		49		24		26		854		0		17		970

		17		KAB. TULUNGAGUNG		175		123		43		0		111		0		74		526

		18		KAB. NGANJUK		12		18						12				15		57

		19		KAB. KEDIRI		9		15		3		4		16		0		31		78

		20		KAB. MOJOKERTO		5		25		3		4		10		0		6		53

		21		KAB. BOJONEGORO		5		12		2		1		14		0		23		57

		22		KAB. TUBAN		11		6		9		1		2		0		1		30

		23		KAB. LAMONGAN		11		4		17		14		106		0		32		184

		24		KAB. JOMBANG		0		47		55		0		15		0		4		121

		25		KAB. MALANG		0		0		15		1		78		0		0		94

		26		KAB. PASURUAN		12		4		53		52		2		0		3		126

		27		KAB. PROBOLINGGO		2		1		5		1		5		0		0		14

		28		KAB. LUMAJANG		0		8		40		0		47		0		0		95

		29		KAB. SITUBONDO		174		35		229		6		153		0		81		678

		30		KAB. BONDOWOSO		4		8		1		0		0		0		11		24

		31		KAB. JEMBER		64		163		5		5		147		0		104		488

		32		KAB. BANYUWANGI		13		124		0		0		62		0		11		210

		33		KAB. SIDOARJO		16		234		65		48		271		0		65		699

		34		KAB. GRESIK		6		82		0		3		26		0		16		133

		35		KAB. BANGKALAN		0		49		12		15		19		0		0		95

		36		KAB. SAMPANG		0		0		1		3		0		0		0		4

		37		KAB. PAMEKASAN		0		0		1		17		6		0		13		37

		38		KAB. SUMENEP		8		15		1		0		14		0		22		60

		JUMLAH KESELURUHAN				1,222		41,030		1,106		716		16,103		5		1,510		61,692
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